
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesur 
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran APBD, keadaa 
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, anti: 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabka 
sisa lebih tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubaha 
APBD Tahun Anggaran 2015; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakh 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentar 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20] 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembars 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksi 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peratun 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2015; 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetap. 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tenta 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tenta 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkung 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undar 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone: 
Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bu 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repub 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah deng 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Neg, 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambab 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tents 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koruj 
Knlnsi dan Neootisme (Lembaran Negara Republik Indone 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4886); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara {Lembaran Neg· ara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif penempatan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5065); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri 'Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 



3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 

: Rp.976.909.911.399,00,- 
: Rp. 64.915.702.768,93 

Rp.1.041.825.614.167,93 
Rp. (59.781.515.401,61) 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/(defisit) setelah.perubahan 

: Rp.926.363.649.264,00,- 
: Rp. 55.680.449.502,32,­ 

Rp. 982.044.098. 766,32 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pendapatan serr 
berjumlah Rp.926.363.649.264,00,- bertambah sejumlah Rp.55.680.449.502,32,- sehin 
menjadi Rp.982.044.098.766,32,-. Belanja semula berjumlah Rp.976.909.911.399,( 
bertambah sejumlah Rp.64.915.702.768,93,- sehingga menjadi Rp.1.041.825.614.167,9 
Pembiayaan netto semula berjumlah Rp.50.546.262.135,00,- bertambah sejurr 
Rp.9.235.253.266,61,- sehingga menjadi Rp.59.781.515.401,61,- dengan rincian sebs 
berikut: 
1. Pendapatan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

Pasal l 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN ANGGARAN 2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 
BUPATI KERINCI 

26. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahuh Anggaran 2015; 

28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2008 Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2014 Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 7); 



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis 
pendapatan : 

Rp. 48.727.204.438,91,- 

: Rp. 37.850.768.275,00,­ 
: Rp. 10.876.436.163,91,- 

Rp. 6.453.692.967,41 

: Rp. 7.542.202.465,00,­ 
: Rp. (1.088.509.497,59,-) 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah setelah peru bahan 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan setelah perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Rp. 3.297.100.000,00,- 

3.532.100.000,00,­ 
(235.000.000,00,-) 

: Rp. 
: Rp. 

: Rp. 10.952.500.000,00,- 
: Rp. (2.831.800.000,00,-) 

Rp. 8.120.700.000,00,- 
b. Retribusi Daerah sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Retribusi Daerah setelah 
perubahan 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 
1) Semula : Rp.186.901.470.462,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 60.555.869.686,00,- 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
setelah perubahan Rp.247.457.340.148,00,- 

: Rp.679.584.608.062,00,- 
: Rp. (11.596.546.850,00) 

Rp.667.988.061.212,00,- 

Rp. 66.598.697.406,32,- 

: Rp. 59.877.570.740,00,­ 
: Rp. 6.721.126.666,32,- 

b. Dana Perimbangan sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Dana Perimbangan setelah 
perubahan 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan Asli daerah setelah 
perubahan 

Rp 7.917.602.081,02,­ 
Rp. 59.781.515.401,61,- 

:Rp. 7.542.202.465,00,­ 
:Rp. 375.399.616,02;- 

:Rp. 9.610.652.882,63,- 
Rp.67.699.117.482,63,- 

Pasal 2 

. . 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan 
b. Pengeluaran 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 
Perubahan 
Pembiayaan netto setelah perubahan 



6.125.000.000,00,- 
775.000.000,00.- 

: Rp. 
: Rp. 

Rp.496.820.175.050, 14,- 

: Rp. 490.047.433.522,00,­ 
: Rp. 6.772.741.528,14,- 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan 

b. Belanja Hibah sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ {berkurang} 

perubahan Rp.420.734.972.117,79,- 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf a terdiri dari . 

jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

: Rp. 417.746.406.177,00,­ 
: Rp. 2.988.565.940,79,- 

Rp.621.090.642.050, 14,- 

: Rp. 559.163.505.222,00,­ 
: Rp. 61.927.136.828,14,- 

Jumlah Belanja tidak langsung setelah 
perubahan 

b. Belanja Langsung sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja langsung setelah 

Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang} 

Rp. 16.000.000.000,00,- 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
dari Pemerintah Daerah lainnya 
setelah perubahan 

: Rp. 16.000.000.000,00,­ 
: Rp. 00.- 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah 
Daerah lainnya sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ {berkurang) 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah 
1) Semula : Rp. 141.096.190.700,00,- 
2) Bertambah/ (berkurang) : Rp. 53.500.445.300,00,- 

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus 
setelah perubahan Rp. 194.596.636.000,00,- 

Rp. 36.860. 704.148,00,- 

: Rp. 29.805.279. 762,00,­ 
: Rp. 7.055.424.386,00,- 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Rp. 61.401.060.000,00,- 

: Rp. 61.399.970.000,00,­ 
: Rp. 1.090.000,00,- 

Rp.550.843.627.000,00,- 

: Rp.550.843.627.000,00,­ 
: Rp. 0,00,- 

Rp. 55.743.374.212,00,- 
. n.µ. p. J...,.r:::,, .v0v.00v,vv,-1 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 
setelah perubahan 

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Alokasi Umum setelah 
perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Alokasi Khusus setelah 
perubahan 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ {berkurang) 

-, ---. -- . .a..a.--.&..&./ \--·~L-·~·E,J 



0,00,- 
0,00,- 

0,00,­ 
: Rp 
: Rp 

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Rp. 67.699.117.482,63,- 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.917.602.081,02,- 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis 

pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 

(SiLPA) sejumlah Rp. 67.699.117.482,63,00,- 
1) Semula : Rp. 58.088.464.600,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 9.610.652.882,63,- 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 

Rp. 67.699.117.482,63,- Jumlah Penerimaan setelah perubahan 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.917.602.081,02 

1) Semula :Rp. 7.542.202.465,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) ==R=-p"--. --=3-C-75=·=3..::;_9~9=.6=1-=6.z..;:,0=2:..,._,- 

Pasal 4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 67.699.117.482,63 
1) Semula : Rp. 58.088.464.600,00,- 
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 9.610.652.882,63 

Rp.183.869.913.754,00,- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan 

: Rp. 183.278. 729.474,00,­ 
: Rp. 591.184.280,00,- 

Rp.193.745.220.543,79,- 
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah 
perubahan 

c. Belanja Modal sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

: Rp. 190. 758.498.508,00,­ 
: Rp. 2.986.722.035,79,- 

Rp.43.119.837.820,00- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

: Rp. 43.709.178.195,00,- 
: Rp. (589.340.375,00,-) 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

000.000.000,00,- Rp. 
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah 
perubahan 

500.000.000,00,­ 
,00,- 

: Rp. 
: Rp. 

Rp.109.423.267 .000,00,- 
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
perubahan 

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

: Rp. 57.316.821.700,00,­ 
: Rp. 52.106.445.300,00,- 

Rp. 7.447.200.000.00,- 

5.174.250.000,00,- 
2.272.950.000,00,- 

: Rp. 
: Rp. 

. . 
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah 
perubahan 

d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 



" "" 

0,00,- 
0,00,- 

0,00,- Rp. 

: Rp. 
: Rp. 

0,00,- 
0,00,- 

0,00,- Rp. 

: Rp. 
: Rp. 

0,00,- 
0,00,- 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah 

Jumlah Pembayaran Pokok Utang 
setelah perubahan 

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah 
setelah perubahan 

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 
setelah perubahan Rp. 7.917.602.081,02,- 

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

: Rp. 
: Rp. 

7 .542.202.465,00,- 
375.399.616,00,- 

0,00,- Rp. 

: Rp. 
: Rp. 

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 
sejumlah Rp. 7.917.602.081,02,- 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

0,00,­ 
o,oo,- 

: Rp. 
: Rp. 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 
setelah perubahan 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

0,00,- Rp. 

0,00,- 
0,00,- 

0,00,- 
0,00, 

: Rp. 
: Rp. 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah 
setelah peru bahan 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
setelah perubahan Rp. 

0,00,- 
0,00,- 

0,00,- Rp. 

: Rp. 
: Rp. 

0,00,­ 
o,oo,- 

0,00,- 
0,00,- Rp. 

: Rp. 
: Rp. 

0,00,- 
0,00,- 

u,uu,- 

: Rp. 
: Rp. 

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah 
perubahan 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
sejumlah Rp. 0,00,- 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan setelah perubahan 

d. Penerimaan Pinjamari Daerah sejumlah Rp 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

_!JC:! UUGUJ.GUJ. rep, 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sejumlah Rp. 0,00,- 
1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 



Pasal 8 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

10.Lampiran X 
11.Lampiran XI 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( investasi) Daerah; 
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 
Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini; 

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 
Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemeritah Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

3. Lampi:an III - 
4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

Pasal 7 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari : 

Pasal 6 
Pemeritah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan 
kriteria keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut : 
a. Timbul seketika akibat ulah seseorang atau sekelompok manusia sehingga 

menyebabkan korban jiwa dan atau harta benda; 
b. terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat; 
c. berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan 
d. tragedi yang tidak diharap terulang kembali. 

Pasal 5 
Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer dan sudah jelas peruntukannya 
dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya 
yang belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat 
dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
dengan cara : 
a. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran ABPD dan 

memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 
b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar Pelaksanaan 

kegiatan. 
c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah 
menetapkan Perubahan APBD, atau tidak melakukan Perubahan APBD. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN 2015 NOMOR 

Nomor Register: 8/2015 

ZULFAHMI S. 

~..,__... •. ~ ... 
-:'El ,. l ! . ·: . I' 

OLHi Bi<··, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI 

Diundangkan di Sungai Penuh 
padatanggal 2015 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
padatanggal 2015 .. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. 


